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PERATURAN HENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 275/MENKES/ PER/1 11 / 1995 

TENTANG 

I,J1N KElwl\ B/\Gl ASISTEN APOTEKER 

HENTEIU KESEH.AT.l\N REPUBLIK INLX>NESIA, 

a_ bahwa pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan 

pekerjaan kefarmasian bagi Asisten Apoteker 

dulam r·angka pemerataan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak 

tcrpisahkan dari upaya pembn.ngunan . kesehatan; 

b_ bahwa untuk menjalankan peker,iaan kefarmasian 

lx1gi /\sisten Apoteker sebagaimana 

b1ltir a diperlukan L'in ker,ia; 

dimaksud 

c _ b;1hwa sesuai denga.1 butir a dan b tersebut 

di.atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri 

Resehntan Republik Indonesia tentang Ijin Kerja 

Bagi /\sinten Apoteker; 

l _ Undang-undang Nomor 23 Tahun 19~ ' 2 ten tang 

Reschatnn (Lembnran Ne gara RI Tahun 1992 Nomor 

l 00, Tnmbahm1 Lcmbarcrn Nee.ore Nomor 3495); 

2 _ Keputusan .· Presiden RI Nomor 45 Tahun 197 4 

sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan 

terakhir kali dengan Keputusan Presiden RI 

Nomor 15 Tahun 1984; 

3_ Keputusan Henteri Kesehatan RI Nomor 

~)~if1/MP-nkP.s/SK/1981 tentang Organisasi dan Tata 

Kcr·jn Depo.rtemcn Kcsehatan; 
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H E M U T U S K A N : 

PS.RA1UJU\N MENTE.RI KESEHATAN TENTANG IJIN KERJA 

BAGI ASISTEN APOTEKE;IL 

BAB I 

KETEN'IUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan : 

1. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang 

bcrLinzuh Sekolah Menengah Farmasi atau Sekolah 

Asioten Apoteker; 

2. Izin Kerja adalah surat izin melaku.kan 

peker.:Fan-n- ~efeemasian...... bagj__ Asisten Apoteker; 

3. Sarana kesehatan udalah tempat yang di~akan 

unt.uk menyelenggarakan upaya kesehatan; 

1. Kepala Sekoluh adalam pimpinan pend idikan 

Sekolah Menengah Farmasi. a tau_ Sekolah . Asisten 

Apoteker; 

5. Kepnla Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor 

Wilayah Departemen .Kesehatan di Provinsi; 

6. Direktur Jenderal adaJah Direktur Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia. 

BAB II 
PELAPORAN 

Pasal 2 

(1) Kepala sekolah wajib menyampaikan 

secara tertulis kepada "Direktur 

laporan 

Jenderal 

mclalui Kepala Kantor Wilayah yang berisikan 

daftar nama asisten apoteker yang baru lulus 

uclambat-lambatnya dal~ waktu 1 (satu) bulan 

sesudah diberikan ijazah asli atau sesudah 

yang bersangkutan dinyatakan lulus dari 

pc~ n d .l d .l k an ; 
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(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran I 

Pcraturan ini. 

(1) Asisten 

BAB III 

IZIN KERJA 

Pasal 3 

Apoteker yang aka...11 melnksanakan 

peker,iaan kefarmasian waj ib memiliki 

Kerja dari Direktur Je~1deral; 

Izin 

(2) Bentuk Izin Kerja sebagaimana dimaksud ayat 

11 

Peraturan ini__ 

· (1) Urit:uk 

Pasal 4 

mendnpatkan lz i n Kerja sebagaimana 

dimi'\ksud pasal 3, Kepnla Sekolah atas nama 

.f\sisten Apotekcr yang baru lulus secara 

kolcktif mengajukan permohonan kepada Direktur 

Jenderal melalui Ke pa la Kantor Wilayah 

selcmpat, dengan melarnpirkan 

a. salinan atau foto copy Ijazah dan lapal 

Sumpah Asisten Apotekt.;r yang telah disah.kan 

olch Kcpala Sekolah; 

b. rmrat keterangan sehat dan tidak buta warna 

dari dokter pemerintah; 

c. pas foto ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) 

lembar. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) 

dikirimkan bersama dengan laporan sebagaimana 

dim<{ksud pasal 2 aya t ( 1); 

( 3) Izin Ker.ia cHserahkan oleh Kepa1a Kantor 

Wj J <1yflh kcpndu. /\sis ten i\poteker y ang bersanR­

kuL:iri. 
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Pasal 5 

(1) Asisten Apoteker yang memiliki Izin Kerja 

dapat melahllkan peker~i aan kefarmasian di 

sarana kesehatan pemerintah dan · atau swasta. 

(2) U11t.uk rnela.kukan pekerjaan kefarmasian di 

sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana 

dimaksud ayat (1), Asisten Apoteker yang 

bersangkutan wajib melaporkan dan menvisumkan 

Izin Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah 

tJet..empat. 

BAB IV 

PEMBINMN DAN PEN,GAWASAN 

Pasal 6 

Asisten Apoteker dalam melaksanakan 

kefarmasian wn.i ib rnemacuhi semua 

pekerjaan 

ketentuan 

peruturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Pembinann dan pengawasan teknis dilakukan secara 

berjen,innG mulai dari tingkat Pusat oleh Direktur 

;Jendc.ra.l snmpni denca.n tingkat wllayah oleh Kepala 

Kantor Wilaynh/Kcpala Kant.or Departemen dengan 

mcnp,ilni Lscrtukan organisasi Profesi terkai t .. 

Pelanggaran 

dikenakan 

BJ\.B V 

KETENTUAN SANKS! 

Pa s al 8 

terhadap ketentuan peraturan ini 

sanksi Administratif sebagaimana 

dimaksud Pasal 77 Undang-tmdang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kese h a tan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 9 

Surat Izin Kerja yang telah diterbitkan oleh 

Direktur ~Jenderal sebelum di tetapkannya peraturan 

ini, dinyatakan nmsih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan 

peraturan yang baru berdasarkan peraturan i ni _ 

Peraturan ini 

ditetapkan_ 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

mulai berlaku 

I 

pad a tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkon penp,undangan peraturan ini 

pcnempatannya dalam Berita Negara 

lndonesra: -

Ditetapkan di Jakarta 

dengan 

Republik 


